BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada

bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah
Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Ketenteraman dan Ketertiban
Umum Menunjukan tidak adanya partisipasi masyarakat. Hal ini terlihat
Satuan Polisi Pamong Paraja Praja tidak mampu menunjukkan bukti
fisik otentik seperti daftar hadir, notulensi rapat, atau dokumen berita
acara yang membuktikan bahwa keterlibatan masyarakat tersebut benar

benar terdokumentasi secara formal.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan partisispasi
masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
1 Tahun 2025 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, terdapat

beberapa faktor yaitu :

a. Pemahaman masyarakat dalam memahami Peraturan Daerah
menimbulkan perbedaan persepsi di tengah masyarakat dalam
mengartikan dan memahami suatu aturan hukum.

b. Ketidakpastian jadwal rapat dan keterbatasan mekanisme undangan,
karena hanya melibatkan unsur pemerintah, lembaga adat, dan
instansi tertentu, sementara kelompok masyarakat yang berkaitan

langsung dengan substansi Peraturan Daerah.
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3. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan partisispasi masyarakat dalam
Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025

tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum, antara lain :

a. Memberikan sosialisasi pemahaman kepada masyarakat terhadap
materi muatan Peraturan Daerah.

b. Menjadwalkan rapat dan undangan secara fleksible dan Optimalisasi
Ruang Konsultasi Pemerintah daerah dengan menyelenggarakan
rapat dengar pendapat umum, seminar, dan diskusi yang dapat

diakses dengan mudah oleh masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai

berikut:

1.

Agar Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Padang, dapat melaksanaan partisipasi dalam proses pembentukan
Peraturan Daerah secara terbuka, terencana, dan berkesinambungan,
khususnya bagi kelompok masyarakat yang terdampak langsung oleh

substansi pengaturan.

Agar Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Padang, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses
pembentukan peraturan, serta memperkuat kegiatan sosialisasi

Peraturan Daerah setelah ditetapkan.
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3. Agar masyarakat, lebih aktif dalam menyampaikan aspirasi, pendapat,
serta kritik terhadap proses pembentukan Peraturan Daerah, baik

melalui mekanisme formal maupun nonformal.
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